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1. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
 
 
 
Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita 

semua. Hari ini agenda persidangan adalah untuk Perkara Nomor 
66/PUU-XVII/2019 dengan acara mendengar keterangan DPR dan kuasa 
Presiden, ya? Tapi sebelumnya dipersilakan Pemohon memperkenalkan 
diri siapa yang hadir? 

 
2. PEMOHON: SIDIK 
 

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Para 
Pemohon hadir semuanya, Yang Mulia. Saya Sidik, sebelah kiri saya 
rekan Rivaldi, sebelah kanan saya rekan Erwin Edison. Terima kasih, 
Yang Mulia.  

 
3. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Dari DPR berhalangan, tapi ada suratnya permohonan untuk 
penundaan sidang. Dari Kuasa Presiden, silakan! 

 
4. PEMERINTAH: PURWOKO 
 

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat 
siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir, 
sebelah kanan saya Bapak Santoso, dari Kementerian Dalam Negeri. 
Saya sendiri Purwoko, sebelah kiri saya Pak Surdiyanto dan sebelah 
kirinya kembali Bapak Wahyu Jaya. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.  

 
5. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Ya, baik. Dari Pemerintah juga mengajukan surat permohonan, 
ya? Sama dengan DPR juga? 

 
6. PEMERINTAH: PURWOKO 
 

Ya, Yang Mulia. 
 
 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB 

KETUK PALU 3X 
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7. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Penundaan sidang, kalau DPR ini minta 2 minggu ini, ya? Baik, 
jadi gitu, Pemohon. Karena dua-duanya ini belum siap, maka sidang ini 
kita tunda. Penundaannya hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, pukul 
11.00 WIB, dengan acara sama, yaitu mendengar keterangan DPR dan 
Presiden. Begitu ya, Pemohon, ya? Kuasa Presiden? Jadi, cukup lama 
juga ini dua minggu, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. 

 

 

 
 
  Jakarta, 8 Januari 2020 
  Panitera, 

                   
                                                                    
           
        t.t.d 

      
  Muhidin 
  NIP. 19610818 198302 1 001 
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